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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 27 6 I PP.o4.2-Kptl 1 s08/ KPU .Kab I vt I 2O2O

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO NOMOR 7 7 I PP.O 4.2 -Kpt/ 1 s08 / KPU .Kab / It / 2o2o
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2OlA ayat (21

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6512), serta pasal 8 dan
pasal lOa Undang-Undang 8 Tahun 2015 Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walkota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678),
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasar Muara Bungo
Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun
2020.

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggalti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 23, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor I Tahun 2O14 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
128, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6512);
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Menetapkan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Keqia Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2Ol7 (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Walil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 615);

4. Surat Gugus T\rgas Percepatan Penanganan Covid- 19
Nomor B- 196 / KA GUGAS/ PD. 0 I .O2 / OS / 2O2O Tanggal 27
Mei 2O2O;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
44r /PL.O2-SD l0t IKPU /vt/2020 Tanggal t2 Juni 2O2O
perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada
Pemilihan Tahun 2020.

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten
Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor

900 / 02. 17 8.7 / BPKAD / 20 t9 tentang
7 29 I KU.O7 -SPJ/ l 5o8/KPU I X / 2Ot9

Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bungo Nomor lO9lPP.O4.2-BAl1508/KPU-
Kab/VI/2O2O Tanggal l3 Juni 2020.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR
77 /PP.O4.2-Kptl 1508/KPU.K^b/tt/2O2O TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN
BUNGO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2O2O;

Memperhatikan



KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 77 /PP.O4.2-
Kpt/1508/KPU.Kab/lll2O2O tentang Penetapan dan
Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau
Pandan Kabupaten Bungo pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo
Tahun 2020;
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bungo Nomor 7 7 / PP.O4.2-Kptl 1 508/KPU.Kab/IIl
2020 sebegFimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri
dari :

1. Mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan
Rantau Pandan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun
2020;

2. Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud angka (1)
berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15
Juni 2O2O s.d. 31 Jantuari2O2l;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juni 2020.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 14 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAI}UPATEN BUNGO

Ttd.

Sa.linal sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILII{AN UMUM

BUNGO
b Bagian Hukum,
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MUHAMMAD BISRI


